
 

 
 

Walikota Tasikmalaya 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR :  6 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
 Menimbang  : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting untuk membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah 
serta mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, 
sejahtera dan berkeadilan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan 
dinamika perkembangan masyarakat di Kota Tasikmalaya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);     

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

Diubah dengan Perda 
Nomor 2 Tahun 2014 



 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 
tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 
tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 

 

 



 

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119); 

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2011 Nomor 125); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

 
Dan 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 37 dan angka 40 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 

 

2. Ketentuan  Pasal  4  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 



 

 
Pasal 4 

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
meliputi: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir;  
h. Pajak Sarang Burung Walet; dan 
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  
 

3. Ketentuan  Pasal  9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 9 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya 
sebesar 10% (sepuluh persen).  

(2) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 
sebesar 5% (lima persen).  

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 15 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan rincian sebagai 
berikut : 

(1) Nilai penjualannya diatas Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) sebesar 5% (lima persen). 

(2) Nilai penjualannya diatas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen).  

 
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 21 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan rincian sebagai 
berikut : 

No. Jenis Hiburan Tarif Pajak 
1. tontonan film 10% 
2. pagelaran kesenian 25% 
3. pagelaran musik 25% 
4. pagelaran tari  25% 
5. pagelaran busana 35% 
6. kontes kecantikan 35% 



 

7. binaraga dan sejenisnya 25% 
8. pameran 25% 
9. karaoke dan sejenisnya 75% 
10. sirkus 25% 
11. akrobat 25% 
12. sulap 25% 
13. permainan bilyar 25% 
14. boling 25% 
15. pacuan kuda 25% 
16. kendaraan bermotor 25% 
17. permainan ketangkasan 35% 
18. refleksi 25% 
19. mandi uap/spa 35% 
20. pusat kebugaran (fitness center) 25% 
21. pertandingan olahraga 25% 
22. kesenian rakyat/tradisional 10% 

 
 

6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
  

Pasal 45 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen). 
 

7. Ketentuan judul Bagian Kesepuluh diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Kesepuluh 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 
 

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 53 

 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dikenakan Pajak atas bumi dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

 

9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 54 

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
 



 

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, 
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 
bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 
i. menara. 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak 
yang : 
a. digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan 
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala 
atau yang sejenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan dan 
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
 

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 55 

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. 

 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 



 

Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu  hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. 
 

11. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 56 

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan adalah NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek 
Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayah daerah. 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk. 
 

12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 57 

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 
0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun. 

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua 
dua lima persen) per tahun. 

 

13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 58 

 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar 
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4). 

 

14. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 64 

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi: 
a. Pajak Reklame; dan 
b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 



 

Perkotaan. 

(2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Parkir; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan 
g. Pajak Sarang Burung Walet. 

 

15. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 91 

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 1 Oktober 2012 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
           Ttd. 
 
 

     H. SYARIF HIDAYAT 
 
 
 
Diundangkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal 1 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 
              
          Ttd. 
 

     H. TIO INDRA SETIADI 

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 135 
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